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BANDAR LAMPUNG

Oleh

DIAN SEPUTRI

Kota Bandar Lampung masih menjadi salah satu kota yang belum terbebas dari
bencana banjir. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kasus
banjir setigp tahunnya. Faktor penyebab banjir antara lain sistem drainase yang
belum terintegrasi dengan baik, pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan
masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Oleh karena
itu, dalam mengatasi permasalahan banjir, Pemerintah Kota Bandar Lampung
menurunkan beberapa satuan kerja perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
dikarenakan adanya keterkaitan fungs antara instansi tersebut. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah
dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif melalui reduks data,
penyajian data dan verifikas data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
dalam penanggulangan bencana banjir sudah berjalan. Hal ini terlihat dari sudah
dilakukannya penanggulangan banjir oleh ketiga instans saat masa tanggap
darurat dan pasca bencana. Selanjutnya dalam komunikasi, ada aur informasi
yang bak antara ketiga instansi dan masyarakat korban banjir. Kompetensi
partisipan yang dilakukan oleh instansi sudah baik dilihat dari pejabat berwenang
yang ikut turun ke lokasi banjir untuk mengambil langkah-langkah dan keputusan
untuk mengatasi masalah banjir sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Meskipun
demikian, dari lima indikator koordinasi yang dilakukan masih terdapat tiga
indikator yang belum tercapai secara maksimal, yaitu kesadaran pentingnya
koordinasi, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi serta kontinuitas
perencanaan.
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